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MOTTO 
 
MOTTO: 
 Jangan takut hidup Anda akan berakhir; takutlah kalau Anda tidak pernah 
memulainya (Grace Hansen) 
 Orang yang tidak pernah berbuat salah tidak pernah melakukan apa pun 
(Anonim) 
 Diperlukan tekanan yang sama banyaknya, baik dalam meraih sukses maupun 
dalam mengalami kegagalan (Emilio James Trujillo) 
 Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 
dirinyanya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS: Al-‘Ankabut ayat 6) 
 
 
Persembahan 
1. Orang tuaku tercinta 
2. Adikku tersayank 
3. Seluruh keluarga besarku 
4. Sahabat-sahabat dekatku 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN 
PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TAHUN 2009 PADA 
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI 
PERPAJAKAN (KP2KP) SRAGEN 
 
Eka Wahyu Ariyani 
F3407003 
 
 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pepajakan (KP2KP) 
Sragen adalah kantor pelayana pajak yang menginduk pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Karanganyar. KP2KP Sragen melayani segala urusan perpajakan 
yang ada pada wilayah kerja Kabupaten Sragen seperti pembuatan kartu NPWP, 
penerimaan SPT Masa, penerimaan SPT Tahunan. Penulis membahas tentang 
pelaporan SPT Tahunan, SPT Tahunan adalah surat yang digunakan untuk 
melaporkan PPh Terutang untuk tahun pajak. Ada beberapa upaya yang dilakukan 
KP2KP Sragen untuk meningkatkan penerimaan SPT Tahunan anatara lain 
dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Bagaimana pengaruh sosialisasi 
perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah dskriptif yaitu membuat 
gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu 
objek penelitian yang diteliti. Adapun data-data yang diperoleh penulis adalah 
dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara dengan pegawai dan membaca 
literatur dari berbagai sumber 
 Kesimpulan yang dapat diambil penulis dari penelitian ini adalah 
minimnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Kewajiban sosialisasi masih belum cukup efektif karena tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak masih dibawah 50%.Walaupun belum cukup efektif kegiatan sosialisasi 
terus dilaksanakan karena tiap tahun terjadi peningkatan yang cukup berarti. Dan 
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menambah 
jumlah petugas yang melakukan sosialisasi, memasukkan aspek perpajakan dalam 
materi pendidikan, serta meningkatan kualitas sosialisasi perpajakan. 
 
Kata Kunci: Surat Pemberitahuan (SPT) 
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ABSTRACT 
 
 
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN 
PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TAHUN 2009 PADA 
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI 
PERPAJAKAN (KP2KP) SRAGEN 
 
 
Eka Wahyu Ariyani 
F3407003 
 
The Sragen Tax Service, Education, and Consultation (KP2KP) Office is 
the tax service office under the Karanganyar Pratama Tax Service Office. Sragen 
KP2KP caters all tax affairs existing in Sragen Regency work area such as NPWP 
card development, Time SPT reception, and Annual SPT reception. The writer 
discusses about the annual SPT report, annual SPT is the letter used to report 
outstanding PPh for the tax year. There are several attempts conducted Sragen 
KP2KP to improve the annual SPT reception including by doing tax socialization. 
How is the effect of tax socialization on the Taxpayers in reporting SPT. 
 
The research method used was descriptive one, that is, to make a 
description systematically, factually, and accurately about an object of research 
studied. The data obtained by the writer is by conducting field research, interview 
with the officer and reading the literature from various resources. 
 
The conclusion that can be drawn from this research is the taxpayers’ 
limited awareness of complying with their tax obligation. The socialization 
obligation has not been sufficiently effective because the Taxpayers compliance 
level is still below 50%. Despite not sufficiently effective, the socialization 
activity is conducted continuously because there is significant improvement every 
year. And to improve the taxpayer compliance, there is an increase of the number 
of officer conducting socialization, including the tax aspect into education 
material, as well as improving the quality of tax socialization. 
 
Keyword: SPT 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban 
setiap masyarakat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai 
peran serta kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan 
nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai 
pembangunan. Selain itu pajak juga salah satu sumber penerimaan negara 
yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat 
mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia dari sumber dana yang 
berasal dari pinjaman luar negeri. 
Pajak perlu dikelola secara seksama, dengan meningkatkan peran 
serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Untuk 
mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak ini, 
pemerintah mengadakan suatu reformasi di bidang perpajakan (tax 
reform), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme 
perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk di dalamnya 
perubahan paling mendasar dari Offical Assessment System menjadi Self 
Assessment System. Beralihnya sistem perpajakan dari Official Assessment 
System menjadi Self Assessment System bukanlah karena salah satu 
diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya 
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dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan 
tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam 
masyarakat . 
Perubahan Official Assessment System menjadi Self Assessment 
System , berdampak pada diberikannya kepercayaan sekaligus dituntutnya 
peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melakukan 
kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, 
memperhitungkan, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutangnya 
melalui Surat Pemberitahuan atau yang lebih dikenal sebagai SPT. Surat 
Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2008: 
29). SPT inilah yang kemudian menjadi arti penting Self Assessment 
System, selain juga menjadi sarana mediator antara Direktorat Jenderal 
Pajak sebagai fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak 
dituntut secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu 
peraturan tentang perpajakan. 
Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak   
selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya kepercayaan  yang 
diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal 
Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. 
Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya sangat 
menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, 
 3 
penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan 
pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
yang berlaku. 
Di Indonesia jumlah Wajib Pajak tidaklah sedikit. Khususnya di 
Kabupaten Sragen, walaupun Sragen kota kecil tetapi jumlah Wajib 
Pajaknya cukup banyak. Dari sekian banyak Wajib Pajak yang ada di 
Kabupaten Sragen sebagian besar Wajib Pajak belum mengerti  apa saja 
yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal 
Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Sragen berupaya meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman  Wajib Pajak akan dunia perpajakan. Wajib Pajak dituntut 
aktif dalam mengurus pajaknya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Sragen untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak 
akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Dengan 
sosialisasi diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan 
mendapatkan haknya. 
Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan di atas 
maka penulis ingin mengevaluasi efektifitas sosialisasi perpajakan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Dari 
hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan 
bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Sragen. Untuk itu penulis membuat tugas akhir yang berjudul 
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“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP 
KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI 
TAHUN 2009 PADA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, 
DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) SRAGEN”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat 
mengemukakan  masalah-masalah yang akan dibahas yaitu: 
1. Bagaimana tingkat efektifitas sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melapor SPT Tahunan? 
2. Seberapa besar peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 
melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya? 
3. Apa saja kendala yang dihadapi petugas pelaksana pada saat 
melakukan sosialisasi perpajakan? 
 
C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melapor SPT Tahunan. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. 
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pegawai pelaksana 
pada saat melakukan sosialisasi perpajakan. 
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D. Manfaat 
1. Bagi Penulis 
Dapat menambah pengetahuan tentang dunia perpajakan, khususnya 
tentang pajak penghasilan dan bagaimana melaporkannya.  
2. Bagi Perusahaan/ Kantor 
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan oleh Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen dalam upaya 
peningkatan mutu dan kualitas pelayanan sosialisasi terhadap Wajib 
Pajak. 
3. Bagi Akademi 
Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk 
mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi. Serta sebagai tambahan literature yang 
bermanfaat bagi adik-adik tingkat. 
4. Bagi Pihak lain 
Dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang perpajakan  dan 
referensi bagi para pembaca serta bagi yang membutuhkan. 
 
E.  Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian pengaruh sosialisasi perpajakan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan Orang 
Pribadi tahun 2009 di wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, 
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dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen yang beralamat di Jl. 
Raya Sukowati No.84 Sragen.  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis 
penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan 
kepada orang lain dari sudut pandang penulis. 
3. Jenis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua data, yaitu: 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis melalui jalan 
wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian.  
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis melalui jalan 
membaca literature lainnya seperti buku-buku, laporan, dll. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Penelitian Lapangan (Field Observation) 
Pengumpulan data dengan datang langsung ke obyek 
penelitian yaitu di KP2KP Sragen untuk melakukan pengamatan 
secara langsung dan sistematis tentang hal-hal yang akan diteliti. 
b. Wawancara (Interview) 
Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara 
langsung dengan pegawai di lingkungan kantor atau perusahaan 
yang akan diteliti. 
c. Studi Pustaka 
Dengan memanfaatkan media bacaan atau literatur-literatur 
dari berbagai sumber sebagai penunjang untuk melakukan analisa 
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mengenai pajak yang sesuai dan berhubungan dengan tema 
penyusunan Tugas Akhir. 
5. Teknik Pembahasan 
Teknik pembahasan berisi tentang model pembahasan yang 
akan dilakukan dalam penyusunan tugas oleh. Teknik pembahasan 
yang digunakan oleh penulis yaitu teknik pembahasan deskriptif. 
Pembahsan deskriptif adalah teknik membuat gambaran atau deskripsi 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek yang 
diteliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Pengertian Pajak  
Pajak menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH  adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi 
Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur sebagai berikut: 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 
(bukan barang). 
2. Berdasarkan undang-undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya. 
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3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
1. Fungsi pajak 
Ada dua fungsi pajak, yaitu: 
a. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi. 
2. Pengelompokan Pajak 
a. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu: 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
b. Menurut sifatnya pajak terdiri dari: 
1) Pajak Subjektif,  yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
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2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
c. Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi: 
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
3. Sistem Pemungutan Pajak 
a. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-ciri dari official assessment system adalah: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
2) Wajib Pajak bersifat pasif. 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh 
fiskus. 
b. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-ciri dari self assessment system adalah: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
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2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
c. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 
Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-ciri dari With Holding System adalah wewenang menentukan 
besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus 
dan Wajib Pajak. 
5. Hambatan Pemungutan Pajak 
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: 
a.  Perlawanan Pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini dapat disebabkan 
karena: 
1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik. 
b. Perlawanan Aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. 
Bentuk perlawanan aktif antara lain: 
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1) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang. 
2) Tax evasion, yaitu meringankan beban pajak dengan cara melanggar 
undang-undang (menggelapkan pajak). 
 
6. Tarif Pajak 
Ada 4 macam tarif pajak yaitu: 
a. Tarif sebanding/ proporsional 
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak 
b. Tarif tetap 
Tarif  berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
c. Tarif progresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar. 
Contoh: Pasal 17 undang-undang Pajak penghasilan 
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15% 
Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 25% 
Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
 
b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 
sebesar 28%. 
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d. Tarif degresif 
Persentase tarif  yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 
pajak semakin besar. 
 
B. Surat Pemberitahuan (SPT) 
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta atau kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 
Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 
melaporkan tentang: 
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 
(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak 
c. Harta atau kewajiban; dan/atau 
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Tahun 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
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Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 
sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 
jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 
a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 
Pengusaha Kena Pajak dan/atau pihak lain dalam satu Masa Pajak, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pajak yang dipotong atau dipungutnya dan disetorkannya. 
2. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 
Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 
Masa Pajak. 
b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 
SPT terdiri dari: 
1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 
2) Surat Pemberitahuan Masa yang terdiri dari: 
a) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 
b) SPT Masa PPh Pasal 22 
c) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 
d) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 
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e) SPT Masa PPh Pasal 15 
f)  SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan  
g) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai. 
 
C. Pajak Penghasilan 
1. Subjek Pajak Penghasilan 
Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai 
potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk 
dikenakan PPh. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak (Siti 
Resmi, 2007: 61). Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan 
Subjek Pajak luar negeri. 
a. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari: 
1) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 
mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 
2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak 
harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 
3) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. 
4) Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 
yang berhak. 
 
 
 16 
b. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari: 
1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada 
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 
atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia. 
2) Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia yang tidak didirikan atu tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau 
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
Indonesia. 
2. Objek Pajak Penghasilan 
Pihak yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan 
yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 
bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah: 
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
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komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, keuntungan karena 
pengalihan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain 
dalam Undang-Undang. 
b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. 
c. Laba usaha. 
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: 
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 
2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya. 
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama 
dan dalam bentuk apapun. 
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 
garis keturuna lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
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5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 
ermodalan dalam perusahaan pertambangan. 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya atau pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan atau imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi. 
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapakan dengan Peraturan Pemerintah. 
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
n. Premi asuransi. 
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenai pajak. 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 
 
 19 
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
s. Surplus Bank Indonesia. 
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah mengalami 
beberapa kali perubahan. Berikut ini adalah besarnya PTKP yang berlaku 
mulai 01 Januari 2009, yaitu: 
a. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. 
b. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 
c. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat: 
1) Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu 
pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan 
dalam Undang-Undang PPh pasal 21, 
2) Pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan 
bebas suami atau anggota keluarga lain. 
d. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 
keluarga semenda dalam garis keturunan  lurus satu derajat serta anak 
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang). 
Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan  pada awal tahun 
pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai 
lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan 
melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai baru 
yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, 
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besarnya PTKP tersebut berdasarkan pada awal bulan bagian dari tahun 
takwim yang bersangkutan. Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang 
dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan karyawati 
tidak kawin pengurangan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya. 
4. Tarif Pajak 
Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan adalah 
sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 
Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
 
b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif PPh pasal 
21 adalah sebesar 28% 
c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka 
yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor 
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan 
tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari 
Wajib Pajak badan yang berlaku. 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Sragen 
Gambaran umum KP2KP Sragen merupakan suatu bentuk 
penggambaran tentang sejarah singkat berdirinya KP2KP Sragen, struktur 
organisasi, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi. Adapun 
gambaran umum KP2KP Sragen adalah sebagai berikut : 
1. Sejarah berdirinya KP2KP Sragen 
Mulai tahun 2007, perubahan kantor pajak sudah menjadi satu yaitu 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang merupakan gabungan dari 
KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB), dan Kantor 
Pemeriksa dan Penyedikan Pajak (KARIPKA), atau dengan istilah 
Pelayanan Satu Atap. Dalam Pelayanan Satu Atap tersebut, baik Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penghasilan (PPh), maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan 
dilayani dalam satu kantor. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi 
membedakan antara KPP, KP.PBB, dan KARIPKA karena tugas dari 
ketiga kantor tersebut sudah terwakili dengan terbentuknya KPP Pratama. 
Dengan terbentuknya KPP Pratama ini maka Kantor Penyuluhan 
Potensi Perpajakan (KP4) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Semenjak adanya 
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perubahan, KP2KP Sragen tidak menginduk lagi pada KPP Pratama 
Surakarta, tetapi menjadi bagian dari KPP Karanganyar. 
2. Lokasi Kantor 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sragen 
berada di lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Hal ini 
berkaitan dengan peran dan fungsi KP2KP Sragen dalam memberikan 
pelayanan, khususnya dibidang perpajakan kepada masyarakat di wilayah 
sekitarnya, khususnya bagi para Wajib Pajak. Lokasi dan tempat 
kedudukan KP2KP Sragen adalah Jl. Raya Sukowati No. 84 Sragen, 
57213. 
Wilayah Kerja KP2KP Sragen meliputi 20 kecamatan yang ada di 
Kabupaten Sragen, yaitu: 
a. Kecamatan Sambirejo 
b. Kecamatan Kedawung 
c. Kecamatan Karangmalang 
d. Kecamatan Gondang 
e. Kecamatan Ngrampal 
f. Kecamatan Sragen 
g. Kecamatan Sidoharjo 
h. Kecamatan Masaran 
i. Kecamatan Sambungmacan 
j. Kecamatan Jenar 
k. Kecamatan Tangen 
l. Kecamatan Gesi 
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m. Kecamatan Sukodono 
n. Kecamatan Mondokan 
o. Kecamatan Miri 
p. Kecamatan Gemolong 
q. Kecamatan Sumberlawang 
r. Kecamatan Tanon 
s. Kecamatan Plupuh 
t. Kecamatan Kalijambe 
3. Visi dan Misi KP2KP 
a. Visi KP2KP 
Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Direktorat 
Jenderal Pajak telah menetapkan visi yang diharapkan dapat mendorong 
semangat untuk menggerakkan seluruh jajarannya, yaitu “ Menjadi 
model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan 
manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan 
masyarakat”. 
Dari visi tersebut terkandung harapan-harapan yang ingin 
dicapai, yaitu : 
1) Menjadi model pelayanan masyarakat, yang mencerminkan harapan-
harapan untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi instansi-
instansi pemerintah lainnya. 
2) Menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan berkelas 
dunia, yang mencerminkan harapan-harapan untuk dapat mencapai 
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tingkatan standar dunia baik dari segi kualitas aparatnya maupun 
kualitas kinerja hasil-hasilnya. 
3) Dapat dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat, yaitu 
mencerminkan harapan-harapan untuk mendapatakan pengakuan 
dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang 
mempunyai kualitas yang baik, yang sesuai dengan harapan 
masyarakat. 
b. Misi KP2KP 
Dalam rangka mencapai tujuan dari visi tersebut, Direktorat 
Jenderal Pajak telah menetapkan misi sebagai pernyataan yang 
menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, peranan dan tanggung jawab 
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-
undang dan peraturan, serta kebijaksanaan pemerintah dijiwai oleh 
prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai 
lingkungan di mana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan 
berinteraksi. Misi Direktorat Jenderal Pajak juga merupakan misi dari 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Sragen, yaitu “ Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 
yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 
berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektif dan 
efisiensi yang tinggi”. 
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4. Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III. 1 
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) Sragen 
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5. Uraian Jabatan 
Struktur organisasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Sragen dapat dijabarkan beserta tugas dan fungsinya 
sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor 
Tugas pokok dan fungsi kepala kantor adalah sebagai berikut: 
1) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 
2) Melaksanakan pengawasan terhadap para pegawai di KP2KP 
Sragen. 
3) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang 
penyuluhan. 
4) Melaksanakan tugas–tugas lain dari KPP Pratama Karanganyar. 
b. Pelaksana Penyuluhan 
Tugas pokok dan fungsi pelaksana penyuluhan adalah sebagai berikut: 
1) Melaksanakan penyuluhan langsung terkait dengan masalah-masalah 
perpajakan yang dihadapi oleh Wajib Pajak yang ada di wilayah 
Kabupaten Sragen. 
2) Melayani konsultasi perpajakan serta surat menyurat biasa. 
3) Membuat laporan tugas bulanan. 
c. Pelaksana Pelayanan 
Tugas pokok dan fungsi dari pelaksana pelayanan adalah melayani 
penerimaan laporan perpajakan baik berupa Surat Pemberitahuan (SPT) 
masa maupun tahunan dari Wajib Pajak. 
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d. Pelaksana Tata Usaha dan Rumah Tangga 
Tugas pokok dan fungsi dari pelaksana tata usaha dan rumaha tangga 
adalah melayani kebutuhan rumah tangga KP2KP Sragen. 
Pelaksana Tata Usaha dan Rumah Tangga terdiri dari beberapa bagian 
yaitu: 
1) Kepegawaian 
Tugas pokok dan fungsi dari bagian kepegawaian adalah sebagai 
berikut: 
a) Mengadakan Rapat Pembinaan II setiap bulan untuk 
membicarakan Rencana dan Evaluasi Kerja KP2KP Sragen. 
b) Mengirim Laporan Ketertiban Pegawai ke KPP Pratama 
Karanganyar paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya. 
2) Keuangan 
Disamping membayarkan gaji dan Tunjangan Khusus Pembinaan 
Keuangan Negara (TKPKN) setiap bulan kepada seluruh pegawai 
KP2KP Sragen juga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
keuangan sebagai berikut : 
a) Membuat dan mengirimkan Laporan Bulanan Realisasi Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Kanwil Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Tengah II paling lambat tanggal 15 bulan 
berikutnya. 
b) Melakukan Rekonsiliasi Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa 
Pengguna Anggaran (SAKPA) setiap bulan ke KPPN Sragen 
paling lambat tanggal 07 bulan berikutnya. 
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c) Menggirimkan Laporan bulanan SAKPA ke Kanwil DJP Jawa 
Tengah II paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
d) Membuat dan mengirimkan Rencana Penerimaan/ Pengeluaran 
Kas Bulanan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Sragen paling lambat minggu ke 1 (satu) bulan 
sebelumnya. 
3) Rumah Tangga 
Membuat dan mengirimkan Laporan Semesteran Sistem 
Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), persediaan dan Daya 
Jasa ke Kanwil DJP Jawa Tengah II paling lambat tanggal 10 setelah 
akhir semester. 
 
B. Laporan Magang 
1. Lokasi Magang 
Lokasi penulis melakukan kegiatan magang adalah di Kantor 
Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen yang 
beralamat di Jl. Raya Sukowati No 84 Sragen. 
2. Aktivitas Magang 
Kegiatan magang yang penulis jalani di Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen adalah sebagai 
berikut. Di hari pertama penulis berkenalan dengan para karyawan yang 
ada di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Sragen. Setelah perkenalan penulis mengamati apa saja yang dilakukan 
oleh pegawai KP2KP Sragen. Penulis membantu mengambilkan formulir-
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formulir pajak yang dibutuhkan Wajib Pajak. Penulis pulang pukul 12.00. 
Hari berikutnya penulis membantu menyortir berkas-berkas Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP)  yang sudah diambil wajib pajak untuk dipilah 
menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk dikirim ke Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Karanganyar dan bagian kedua untuk arsip Kantor 
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen. Di 
hari ketiga penulis melayani wajib pajak yang ingin mengambil Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menjelaskan syarat-syarat supaya bisa 
mengambil Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di hari keempat penulis 
diajari bagaimana cara menyortir Surat Pemberitahuan (SPT)  Tahunan. 
Bagaimana cara menghitungnya, memilah Surat Pemberitahuan (SPT), 
mana yang SPT Tahunan 1771, SPT Tahunan 1770, SPT Tahuna 1770 S, 
dan SPT Tahunan 1770 SS. SPT mana yang Nihil (N), Kurang Bayar 
(KB), dan Lebih Bayar (LB). Di hari kelima penulis membuat berita acara 
permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang akan di kirim ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar.  
 Minggu kedua, wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan 
di  Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Sragen masih relatif sepi, yang ramai hanya Wajib Pajak yang ingin 
melapor SPT Masa, mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
mengambil NPWP, mengambil formulir-formulir pajak, mengambil 
blangko SPT Tahunan dan konsultasi perpajakan. Penulis juga diajari 
bagaimana membuat berita acara SPT Tahuanan yang akan dikirim ke 
Karanganyar. Penulis juga membantu untuk menulis alamat surat 
 30 
undangan untuk datang ke acara penyuluhan mengisi SPT Tahunan 
Bareng. Kegiatan minggu kedua yang lain hampir mirip dengan minggu 
pertama yaitu melayani orang yang mau mengambil Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP), mengambilkan blangko SPT Tahunan wajib pajak, 
mengambilkan formulir pendaftaran NPWP, dan formulir pajak lainnya.  
 Minggu ketiga di hari pertama penulis izin untuk pulang pagi 
karena harus ke kampus. Di hari kedua penulis diajari bagaimana 
mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mencetaknya. 
Kemudian penulis mulai membantu mendaftarkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) bagi wajib pajak yang mendaftar. Di minggu ketiga ini 
penulis juga melayani wajib pajak yang melapor SPT Masa karena para 
pegawai pergi ke Solo untuk menghadiri rapat. Minggu ketiga penulis 
masih membantu melayani wajib pajak mengambil Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP), membantu mengisi identitas wajib pajak dalam SPT 
Tahunan. Wajib Pajak yang mau melaporkan SPT sudah meningkat 
dibandingkan dengan minggu pertama dan minggu kedua. Di minggu 
ketiga pada hari Jumat penulis dan teman yang lain serta pegawai Kantor 
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen 
menyebar selebaran undangan penyuluhan mengisi SPT Tahunan Bareng 
yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari. Mulai minggu ketiga 
penulis mencoba untuk pulang sore, karena minggu pertama dan minggu 
kedua penulis selalu pulang pukul 12.00. 
Minggu keempat penulis magang kegiatannya hampir sama dengan 
minggu yang lalu. Di minggu keempat penulis membantu melipat-lipat 
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SPT Tahunan. Dibagi per bagian supaya memudahkan waktu mengambil 
SPT Tahunan. Penulis juga membantu menyetempel tanda terima SPT 
Masa dan SPT Tahunan. Di minggu keempat penulis juga ikut penyuluhan 
di gedung KNPI Sragen untuk acara mengisi bareng SPT Tahunan. 
Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 Wajib Pajak baik Wajib Pajak 
Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.  
Awal bulan Maret wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT 
Tahunan ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) Sragen mengalami peningkatan yang cukup berarti karena bulan 
Maret adalah bulan terakhir penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak 
Orang Pribadi. Maka dari itu Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen mengadakan rapat untuk 
meningkatkan kinerja para pegawai dan karyawan dalam melayani Wajib 
Pajak. Penulis turut ambil bagian dalam rapat itu walaupun hanya sekedar 
mendengarkan saja. Rapat digelar selama satu minggu sebelum para 
pegawai melayani Wajib Pajak yang datang. Kegiatan magang dibulan 
Maret cukup padat. Penulis membantu melayani Wajib Pajak yang 
mengambil NPWP, membantu mengisi identitas Wajib Pajak di SPT 
Tahunan. Karena awal bulan Maret banyak pensiunan yang melaporkan 
SPT Tahunannya. Dan karena banyaknya Wajib Pajak yang ingin bertanya 
tentang perpajakan penulis membantu melayani konsultasi wajib pajak 
semampu penulis. Setiap sore penulis juga membantu menyortir SPT 
Tahunan bersama pegawai Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Sragen, dan membuat berita acara.  
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Minggu kedua di bulan Maret penulis jarang berada di kantor 
karena diajak Dinas Keluar oleh pegawai Kantor Pelayanan, Penyuluhan, 
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen. Pergi ke Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen utuk rekonsiliasi  data. Hari 
berikutnya penulis diajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor 
Wilayah Jawa Tengah II, serta pergi ke  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Surakarta untuk menyetor uang Koperasi. Kemudian membeli 
tinta untuk print Tally karena tinta tersebut di Sragen tidak ada. Penulis 
juga di ajak pergi belanja obat – obatan untuk keperluan kantor dan para 
pegawai Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) Sragen. Kemudian hari Kamis penulis diajak siaran radio untuk 
sosialisasi perpajakan tentang penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 
Minggu ketiga penulis membantu mengisi identitas Wajib Pajak di 
SPT Tahunan yang datang dari berbagai instansi di Kabupaten Sragen dan 
memberikan tanda terima karena telah melaporkan SPT Tahunan. Dan 
setiap sore penulis merekap dan menyortir SPT Tahunan serta membuat 
berita acara. 
Minggu keempat kegiatannya hampir sama dengan minggu-minggu 
lain, tapi dihari–hari terakhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi 
Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan sangat banyak. Pada tanggal 
31 Maret Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) Sragen membuka jam pelayanan sampai pukul 19.00 WIB.  
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Itulah kegiatan magang yang penulis lakukan selama dua bulan 
lebih. Semoga kegiatan magang ini dapat bermanfaat bagi penulis karena 
menambah pengalaman tentang dunia kerja. 
3. Jadwal Magang 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) Sragen membuka pelayanan setiap hari Senin-Jumat pukul 
07.30-17.00. Khusus hari Sabtu tanggal 20 dan 27 Maret Kantor 
Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen 
membuka pelayanan dari pukul 08.30-12.00. Sedangkan hari Rabu tanggal 
31 Maret membuka pelayanan mulai pukul 07.00-19.00. 
 
C. Pembahasan Masalah 
1. Tingkat efektifitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi dalam melapor SPT Tahunan 
Sebelum membahas seberapa efektif sosialisasi perpajakan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT 
Tahunannya ada beberapa pengertian mengenai efektifitas, yaitu: 
a. Efektifitas adalah kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau 
peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
b. Efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 
dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud 
tertentu dan memang dikehendaki maka orang itu dikatakan efektif bila 
menimbulkan akibat atau maksud sebagaimana dikehendaki. 
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c. Efektifitas adalah tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan 
atau dapat pula berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara 
maksimal. 
Dalam usaha mengembangkan iklim perpajakan yang sehat salah 
satunya adalah dengan cara mengembangkan dan meningkatkan pelayanan 
terhadap  Wajib Pajak. Para petugas pajak pada instansi pajak hendaknya 
dilatih untuk memahami bahwa para Wajib Pajak bukanlah merupakan 
lawan akan tetapi lebih merupakan anggota masyarakat yang perlu 
ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan 
kata lain rasa hormat menghormati dan respect hendaknya muncul dari 
kedua belah pihak. 
Tidaklah cukup kalau hanya meminta kepada pembayar pajak 
supaya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
akan tetapi sesungguhnya instansi pajak pun juga bertanggung jawab atas 
segala pemberian informasi yang diperlukan dan petugas pajak harus siap 
setiap saat untuk membantu para Wajib Pajak mengisi Surat 
Pemberitahuan (SPT) dan lain-lain yang berhubungan dengan pemenuhan 
kewajiban perpajakan (Moh. Zain, 2007: 35) 
Adapun salah satu cara yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen adalah dengan 
sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini dapat dilakukan dengan 
berbagai cara antara lain: 
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a.  Penyuluhan 
Pegawai KP2KP Sragen bagian pelaksana dibantu Account 
Representative (AR) dari KPP Pratama Karanganyar melakukan 
penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan ini 
dilakukan di instansi pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan 
diKota Sragen. Penyuluhan juga dilakukan perkumpulan-perkumpulan 
masyarakat. Penyuluhan dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. 
Kegiatan ini bertujuan untuk pemberitahuan pengambilan SPT, 
pengisian SPT, serta konsultasi mengenai masalah perpajakan yang di 
hadapi Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak kurang puas atas informasi yang 
di berikan oleh petugas pajak pada waktu penyuluhan, Wajib Pajak bisa 
datang langsung ke KP2KP Sragen untuk berkonsultasi lebih lanjut, 
karena waktu penyuluhan terbatas. 
b. Dialog Interaktif dan Iklan Layanan Perpajakan 
Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, turut serta 
membantu KP2KP Sragen dalam menyampaikan informasi perpajakan 
kepada Wajib Pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan dialog 
interaktif dan iklan layanan perpajakan di radio. Dialog interaktif dan 
iklan layanan perpajakan ini di siarkan di tiga stasiun radio utama di 
kota Sragen yaitu, radio POP FM, radio Asri FM, radio Buana Asri FM. 
Dialog interaktif disiarkan setiap hari Kamis pukul 19.00-20.00. 
Sedangkan untuk iklan  layanan perpajakan disiarkan setiap hari pukul 
06.00-21.00. 
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c. Reklame 
Selain melakukan penyuluhan, dialog interaktif, dan iklan 
layanan perpajakan di radio, KP2KP Sragen juga melaksanakan 
sosialisasi dengan memasang reklame. Reklame ini berisi tentang 
himbauan-himbauan tentang kewajiban perpajakan yang harus 
dilakukan oleh Wajib Pajak, seperti pengambilan sendiri SPT Tahunan 
di kantor pajak, batas penyampaian SPT Tahunan, serta kewajiban 
perpajakan lainnya. Reklame dipasang di sudut-sudut strategis di kota 
Sragen seperti di alun-alun, jalan-jalan utama, serta di setiap jalan 
kecamatan. Sehingga Wajib Pajak dapat membaca pengumuman saat 
mereka melewati jalan-jalan tersebut. 
Dari beberapa sosialisasi di atas diharapkan Wajib Pajak dapat 
memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftar NPWP, 
mengambil, mengisi, dan melaporkan SPT Tahunan. Dan untuk 
mengetahui tingkat efektifitas sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
di KP2KP Sragen melalui penyampaian SPT Tahunan, penulis 
menggunakan perhitungan sederhana untuk mengolah data yang ada 
sebagai salah satu indikatornya. Penulis membandingkan jumlah Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dengan jumlah 
Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KP2KP Sragen. Dari perbandingan 
tersebut akan diperoleh persentase tentang kepatuhan Wajib Pajak  Orang 
Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan selama 4 tahun yaitu dari tahun 
2006 sampai dengan 2009, kemudian penulis akan melakukan pembahasan 
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mengenai efektifitas sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi.  
Untuk mengetahui tingkat efektifitas sosialisasi perpajakan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT Tahunan perlu 
diketahui jumlah Wajib Pajak terdaftar di KP2KP Sragen. Untuk itu 
disajikan tabel jumlah Wajib Pajak terdaftar di KP2KP Sragen, yaitu: 
 
Tabel III. 1 
Jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar di kota Sragen 
Tahun 2006-2009 
No Keterangan 
Jumlah Wajib Pajak 
2006 2007 2008 2009 
1 Wajib Pajak Terdaftar 19.704 29.723 53.094 79.144 
 Sumber: KPP Pratama Karanganyar (data diolah) 
Berdasarkan tabel di atas, jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya 
mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini berarti jumlah Wajib Pajak 
yang melaporkan SPT Tahunannya juga harus meningkat karena jumlah 
Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajibannya juga meningkat.  
Data yang diperoleh penulis dari KPP Pratama Karanganyar 
tentang jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Orang 
Pribadi.  Dari data di bawah dapat terlihat kenaikan atau penurunan Wajib 
Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan orang pribadi. Data tentang 
pelaporan SPT Tahunan tersaji dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel III. 2 
Jumlah  pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kabupaten Sragen 
Dari tahun 2006 s.d. 2009 
No Keterangan 
Jumlah 
2006 2007 2008 2009 
1 Nihil 40 6.787 23.879 35.506 
2 Kurang Bayar 343 1.428 1.465 1.497 
3 Lebih Bayar 0 7 13 20 
 Jumlah 383 8.222 25.357 37.023 
Sumber: KPP Pratama Karanganyar (data diolah) 
Efektifitas sosialisasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 
dapat dihitung dengan: 
Jumlah penerimaan SPT Tahunan tahun x 
x 100% 
Jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun x 
 
 Kepatuhan tahun 2006: 
= 
383 
x 100% 
19.704 
 
= 1.94% 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tahun 2007: 
= 
8.222 
x 100% 
29.723 
 
= 27.66% 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tahun 2008: 
= 
25.357 
x 100% 
53.094 
  
= 47.66% 
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Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tahun 2009: 
= 
37.023 
x 100% 
79.144 
 
= 49.93% 
Presentase Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tidak 
sebanding dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Masih banyak Wajib 
Pajak yang enggan melaporkan SPT Tahunannya karena rendahnya 
kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.  
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan pada 
tahun 2006 adalah sebesar 1.94% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. 
Kesadaran Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2006 
sungguh sangat rendah. Hal ini disebabkan karena anggapan Wajib Pajak 
jika sudah membayar pajak maka selesai sudah segala kewajiban 
perpajakannya. Sedangkan tahun 2007 adalah sebesar 27.66% dari Wajib 
Pajak terdaftar tahun 2007, meningkat pesat dari tahun 2006 
Tahun 2008 tingkat kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT 
Tahunannya adalah rata-rata sebesar 47.76% dari total Wajib Pajak 
terdaftar pada tahun 2008. Tingkat kepatuhaannya sebesar 49.93% dari 
Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2009.  
Ternyata sosialisasi perpajakan yang terdiri dari penyuluhan, dialog 
interaktif, dan iklan layanan perpajakan di radio cukup efektif untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan 
dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Hal ini dapat 
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ditunjukkan dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan yang dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan cukup berarti.  
 
2.  Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT 
Tahunannya 
Akibat dari adanya sosialisasi perpajakan adalah peningkatan 
jumlah Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap kenaikan jumlah Wajib 
Pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Jika dilihat dari tabel diatas terdapat 
kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan cukup besar. 
Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pelaporan SPT Tahunan 
tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dihitung dengan: 
 
 
Peningkatan  Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dari tahun 
2006-2007: 
= 
8.222 – 383 
x 100% 
383 
 
= 
7.839 
x 100% 
383 
 
= 2.046% 
Peningkatan  Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dari tahun 
2007-2008: 
= 
25.357-8.222 
x 100% 
25.357 
 
Selisih WP OP yang melaporkan SPT Tahunan (2007-2006) 
x 100% 
Jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan 2006 
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= 
17.135 
x 100% 
8.222 
 
= 208,4% 
Peningkatan  Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dari tahun 
2008-2009: 
= 
37.023-25.357 
x 100% 
25.357 
 
= 
11.666 
x 100% 
25.357 
 
= 46% 
Dari tahun 2006 sampai tahun 2007 kenaikan pelaporan rata-rata 
mencapai 2.047%. Dan dari tahun 2007 sampai 2008 kenaikan pelaporan 
rata-rata mencapai 208%. Hal ini disebabkan KPP Pratama Karanganyar 
tidak menginduk lagi pada KPP Pratama Surakarta. Sehingga Wajib Pajak 
yang bertempat tinggal di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar tidak 
perlu datang jauh-jauh ke KPP Pratama Surakarta untuk menyampaikan 
SPT Tahunannya. Hal ini juga di bantu dengan beroperasinya KP2KP 
Sragen sehingga masyarakat yang berada di wilayah Sragen tidak perlu 
jauh-jauh datang ke KPP Pratama Karanganyar. Wajib Pajak di kota 
Sragen cukup datang ke KP2KP Sragen untuk melaporkan SPT 
Tahunannya dan kewajiban perpajakan lainnya. Sedangkan kenaikan dari 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 rata-rata mencapai 46%, hampir 
50% dari tahun lalu. 
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3. Kendala-kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melakukan 
sosialisasi perpajakan 
Dalam melakukan sosialisasi perpajakan ada beberapa kendala 
yang dihadapi oleh KP2KP Sragen, antara lain: 
a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terdaftar untuk melaksanakan 
kewajiban perpajakannya karena masih menganggap pajak adalah 
sesuatu yang menakutkan. 
b. Kurangnya sarana penyampaian informasi yang dimiliki oleh KP2KP 
Sragen. 
c. Kadang jumlah peserta penyuluhan yang terlalu banyak dibandingkan 
dengan petugas pajak yang melakukan penyuluhan. 
d. Kurang siapnya petugas pajak dalam memberikan penyuluhan karena 
kurang menguasai bahan. 
e. Petugas pajak hanya memberikan teori saja, contoh kasus jarang 
diberikan.  
f. Pemilihan kata-kata yang kurang pas oleh petugas pajak sehingga 
Wajib Pajak kurang mengerti. 
g. Tempat melakukan penyuluhan kurang memadai. 
Sosialisasi perpajakan yang terdiri dari penyuluhan, dialog 
interaktif, dan iklan layanan perpajakan di radio cukup efektif untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan 
dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan yang dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan cukup berarti.  
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  Meskipun banyak kendala yang dihadapai oleh petugas pajak 
dalam melakukan sosialisasi, tetapi mereka tetap berupaya untuk 
mewujudkan masyarakat yang sadar pajak. Upaya yang dilakukan petugas 
pajak dalam menghadapi kendala-kendala yang ada antara lain: 
a. Pada waktu penyuluhan diselinggi candaan-candaan, sehingga Wajib 
Pajak tidak bosan dan takut kepada petugas pajak. 
b. Dibuka sesi tanya jawab, Wajib Pajak diharapkan aktif mencari 
informasi mengenai pajak.  
c. Menjalin kerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan masyarakat, 
instansi pemerintah. 
d. Membuat reklame dengan desain yang menarik perhatian Wajib Pajak. 
e. Pada waktu siaran dialog interaktif dan iklan layanan perpajakan, 
acaranya dibuat menarik dan bahasanya dibuat santai karena pendengar 
radio dari semua golongan masyarakat dari anak kecil sampai orang 
dewasa. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di KP2KP Sragen 
mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
dalam melaporkan SPT Tahunan, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
antara lain: 
1. Kegiatan sosialisasi cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak karena tingkat kepatuhan pada tahun 2006 adalah sebesar 1,94%, 
tahun 2007 adalah sebesar 27,66%, tahun 2008 adalah sebesar 47,66%, 
dan tahun 2009 adalah sebesar 49,93%. 
2.  Terjadi kenaikan yang cukup besar pada tahun 2006 ke 2007 yaitu sebesar 
2.046%. 
3. Pemasangan reklame sangat membantu KP2KP sebagai media promosi 
dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh pajak. 
4. Penyuluhan dan dialog interaktif di radio-radio mampu meningkatkan 
jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahuanan 
 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang penulis jabarkan di atas, maka penulis 
memberi saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki dan 
meningkatkan penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi pada tahun-tahun 
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berikutnya. Saran dan rekomendasi yang diberikan penulis antara lain adalah 
sebagai berikut: 
1. Adanya penambahan petugas pajak yang melakukan penyuluhan supaya 
pelaksanaan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih 
optimal. 
2. Meningkatkan kinerja dan disiplin dari aparatur pajak. 
3. Memasukkan aspek perpajakan ke dalam materi pendidikan. Penanaman 
pengetahuan tentang perpajakan sejak dini merupakan upaya yang tepat 
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
4. Peningkatan sarana dan prasarana bagi aparatur pajak agar dapat 
memberikan hasil kinerja yang maksimal. 
5. Sebelum melakukan penyuluhan petugas pajak harus belajar materi yang 
akan disosialisasikan, supaya waktu ditanyai oleh Wajib Pajak petugas 
pajak dapat menjawab dengan lancar. 
6. Harus memberikan contoh-contoh kasus yang nyata. 
7. Sosialissi dilakukan ditempat yang nyaman, sehingga Wajib Pajak dapat 
memahami apa yang dijelaskan oleh petugas pajak.  
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